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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal x zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
ء Hamzah ‘ apostrof 
ى Ya y ye 
x 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 َا fathah A a 
 ِا kasrah I i 
 ُا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa 
 َلَْﻮھ : haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
A A dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas 
 ُو Dhammmah dan 
waw 
U U dan garis di atas 
  
Contoh: 
 تﺎﻣ : maata 
 ﻰَﻣَر : ramaa 
 ﻞْﯿِﻗ : qiila 
  ُتْﻮَُﻤﯾ : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
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Contoh : 
 ُﺔَﺿْوَِﺮﻟَﺎﻔَْطْﻻا : raudah al- atfal 
 َُﺔﻨْﯾِﺪَﻤﻟُاَﺔﻠِﺿَﺎﻔْﻟا : al- madinah al- fadilah 
 ُﺔَﻤْﻜِْﺤﻟا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 َﺎﻨﱠﺑَر : rabbanaa 
 َﺎﻨْﯿ ﱠَﺠﻧ : najjainaa 
  ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq 
  َﻢ ﱢُﻌﻧ : nu”ima 
  ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun 
 Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  ﱞِﻲﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
  َُﺔﻟَﺰﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 َﺔﻔَﺴَﻠﻔَْﻟا : al-falsafah 
  ُدَِﻼﺒَْﻟا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْوُﺮُْﻣَﺎﺗ : ta’muruuna 
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’ 
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu 
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8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
 ِﻪ ّٰﻠﻟُﺎﻨْـﻳِد diinullah  ِ
ّٰﷲﺎِﺑ billaah 
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
 ِﻪ ّٰﻠﻟا  ِﺔَْﲪَر  ِﰲ  ْﻢُﻫ  hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
xvi 
 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
  
 
 iivx
 
 : tukireb natakgnis aparebeb tapadret ,barA asahabreb haimli ayrak kutnU
 ﺻﻔﺤﺔ= ص
 ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم
 ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ= ﺻﻠﻌﻢ
 ﻃﺒﻌﺔ=  ط
 ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ= دن
 اﱃ اﺧﺮﻫﺎ / اﱃ اﺧﺮﻩ=  اﱁ
 ﺟﺰء=  ج
xiii 
 
ABSTRAK 
Nama :  Ulfa Hartina 
Fakultas : Syari’ah dan Hukum 
Jurusan :  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
NIM :  10300113139 
Judul Skripsi :  Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia Perspektif 
Hukum Ketatanegaraan Islam                         
 
Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax 
Amnesty) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam, dengan sub 
permasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) di 
Indonesia ?, dan 2) Bagaimana konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) perspektif 
hukum Tata Negara Islam ?. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 
kepustakaan (Library Research). Dalam pelaksanaan penelitian, penulis 
menggunakan, yaitu: pendekatan syar’i, dan pendekatan Yuridis Formal. Metode 
pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran 
bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya ataupun tidak. 
Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun langkah-langkah dalam pengelolahan data yaitu identifikasi data 
dean editing data. Analisis data yang dilakukan adalah metode deduktif.. 
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa konsep Tax amnesty 
adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya untuk menambah anggaran 
pemerintah dalam pelaksanaan program jangka pendek. Pada dasarnya, tax amnesty 
adalah izin bebas bagi pelaku pajak untuk membuka pendapatan mereka yang tidak 
dilaporkan pada periode pajak sebelumnya tanpa harus menghadapi tuntutan oleh 
pengadilan pajak atau membayar denda apapun. Sedangkan, dalam Ketatanegaraan 
Islam, konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) serupa dengan konsep jarimah 
ta’zir yaitu untuk mencegah wajib pajak agar patuh atau tidak lalai dalam melakukan 
kewajibannya membayar pajak, membuat efek jera dengan memberi sanksi yang 
kongkrit kepada wajib pajak yang memiliki kesalahan di bidang perpajakan. 
Implikasi dari penelitian tersebut bahwa konsep tax amnesty merupakan hal 
yang baru di bidang hukum yang masih membutuhkan beberapa penetilian dan kajian 
yang mendalam. Namun, perlu juga dicermati dana tax amnesty yang diperoleh dari 
wajib pajak harus ditelusuri sumbernya darimana asalnya. Diperlukan ketelitian 
dalam mendeteksi dana tersebut karena yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah 
kemungkinan dana tax amnesty bersumber dari perbuatan yang melawan hukum, 
misalnya korupsi, proses money laundering (pencucian uang), narkoba, dan lain-lain 
sebagainya. Maka peneliti mengharapkan dari penelitian tersebut, pemerintah 
melakukan pengawasan terhadap dana tax amnesty yang masuk ke anggaran negara 
dan mendukung pemerintah melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak ke seluruh lapisan masyarakat. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) yang 
mengandung arti bahwa semua aturan harus berdasarkan hukum. Makna yang 
lebih mendalam adalah bahwa setiap peraturan harus dirancang secara tepat, 
benar, dan berdasarkan prosedur yang sah.1 
          Hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang 
mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. 
Hak untuk memperoleh gaji atau upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk 
menghasilkan atau untuk bekerja. Demikian juga dengan pajak, Hak untuk 
mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban 
menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu 
negara dalam meninggikan kesejahteraan umum.2  
Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23A Undang-
Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-Undang”.3 
Landasan konstitusi dengan jelas ini wajib dimaknai secara hukum bahwa 
pemungutan pajak harus berdasarkan asas-asas hukum yang benar, antara lain: 
                                                          
1Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, Hukum Pajak Material I: Seri Pajak 
Penghasilan (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 1.  
2Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Ed. Revisi: Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2002), h. 21.  
3Republik Indonesia, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan 
Proses Amandemen ndang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 
2009), h. 48.   
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1. Asas keadilan, 
2. Asas kepastian hukum, 
3. Asas yudiris, 
4. Asas kesesuaian dengan tujuan, 
5. Asas nondiskriminasi, dan 
6. Asas ekonomi. 
Dengan memahami asas hukum di dalam peraturan perundang-undangan 
pajak, pemerintah dan masyarakat diharapkan memiliki jaminan hukum yang 
tegas dan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang 
bermartabat sesuai cita-cita negara hukum. 4 
Pada dasarnya pajak merupakan hubungan antara negara dan 
masyarakatnya secara individual untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan di 
bidang perpajakan. Dalam pengelolaan secara komprehensif, tidak dapat 
dipungkiri bahwa perpajakan berkaitan dengan lembaga atau pihak, baik secara 
lansung maupun tidak lansung. Kaitan secara lansung adalah antara masyarakat 
dan negara (yang di Indonesia diwakili dan dikelola Kementerian Keuangan 
khususnya Direktorat Jenderal Pajak). Sedangkan, secara tidak lansung ada 
beberapa lembaga atau pihak terkait dalam rangka mendukung berjalannya sistem 
perpajakan dengan baik.5  
 
                                                          
4Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, Hukum Pajak Material I: Seri Pajak 
Penghasilan, h. 1.  
5Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di 
Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 20.  
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Untuk melihat urgensi perpajakan secara menyeluruh (komprehensif), 
beberapa lembaga atau pihak yang berhubungan dengan pajak dalam rangka 
administrasi perpajakan di antaranya yaitu: Wajib pajak (WP), Kementerian 
Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Komisis Pengawas Perpajakan, Pengadilan 
Pajak, Mahkamah Agung, Ombusman Republik Indonesia, Bank dan Kantor Pos, 
Notaris, Akuntan Publik, serta Konsultan Pajak. 6 
Dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban 
untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa 
konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan 
masyarakat. Negara dapat saja membebani rakyatnya berbagai macam pajak yang 
memberatkan untuk satu atau dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi 
tidaklah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan 
kesejahteraan rakyat banyak.7 
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 
dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman tersebut memberikan 
gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. 
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya 
untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya 
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang 
merupakan kebutuhan masyarakat.8 
                                                          
6Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di 
Indonesia, h. 20.  
7Bohari, Pengantar Hukum Pajak, h. 21. 
8Jamaluddin, Pengantar Perpajakan (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4.  
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Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu 
perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan 
timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan 
tertentu kepada negara, negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan 
uang pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. 9 
Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara 
berkembang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, 
seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya 
membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber 
pembiayaan untuk pembangunan di berbagai negara selama ini sebagian besar 
bertumpu pada penerimaan pajak.10 
Dengan mencermati permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di 
Indonesia, di mana tingkat kepatuhan akan berpengaruh pada pencapaian 
penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu justifikasi atau 
urgensi segera diterapkannya mekanisme tax amnesty. 
Wajib Pajak Badan atau perusahaan yang melakukan tax amnesty atas aset 
dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah barang tentu adalah suatu kemajuan 
di dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan 
akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi laporan 
keuangan makin tinggi. Sehingga semakin besar minat masyarakat 
menginvestasikan dananya kepada perusaahaan. Dari sisi dirjen pajak, 
                                                          
9Jamaluddin, Pengantar Perpajakan, h. 5.  
10Majalah Inside Tax: Media Tren Perpajakan, Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016 
(Jakarta: Inside Tax, 2016), h. 7.  
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menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan 
tax amnesty dan dilindungi oleh Undang-Undang. Kalau ada oknum yang 
membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara.11 
Menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty) sekarang, lebih baik 
menunggu pertukaran informasi keuangan otomatis antar negara atau Automatic 
Exchange of Information (AEoI) yang berlaku September 2017. Di era 
“pertukaran informasi otomatis” itu, setiap negara bisa membuka rekening 
warganya yang ada di luar negeri. Tak ada lagi taxheaven untuk menyembunyikan 
kekayaannya dari aparat pajak dan tidak ada lagi kerahasiaan perbankan. Tak ada 
lagi kebocoran dokumen rahasia semacam “Panama Papers”, karena 
dokumennya sudah tidak rahasia lagi.12 
Tax Amnesty adalah kebijakan negara untuk meningkatkan pendapatan 
dari sektor pajak melalui mekanisme pengampunan pada Wajib Pajak yang tidak 
membayar kewajibannya, baik atas hartanya di dalam negeri maupun di luar 
negeri, khususnya untuk harta yang diperoleh melalui aktivitas ekonomi sesuai 
Undang-Undang (legal). Bentuk pengampunannya (setelah membayar tebusan) 
berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, 
penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan. Dengan kata lain, negara 
mengampuni para pembayar pajak, dan setelah mendapatkan tebusan (jumlahnya 
                                                          
11Rinaldi, Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada 
Nilai Perusahaan, Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017, h. 33. 
12Abdul Kholik, Kepentingan Orang Kaya Di Balik “Tax Amnesty”. Dikutip dari situs 
https://www.nahimunkar.com/uu-tax-amnesty-dianggap-penghapus-dosa-para-pengemplang-
pajak/. Di akses pada Tanggal 11 Juni 2017.  
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lebih kecil dari nilai kewajibannya), negara membebaskan mereka dari tindak 
pidana. 13 
Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak 
negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah 
sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan membayar uang tebusan atas 
pengampunan pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, penerimaan uang 
tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara.14 
Dengan berpegang teguh pada prinsip asas kepastian hukum, keadilan, 
kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang No. 
11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara 
lain, akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan 
nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. 
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid15, 
komprehensif, dan terintegrasi. 
                                                          
13Abdul Kholik, Kepentingan Orang Kaya Di Balik “Tax Amnesty”. Dikutip dari situs 
https://www.nahimunkar.com/uu-tax-amnesty-dianggap-penghapus-dosa-para-pengemplang-
pajak/. (Di akses pada Tanggal 11 Juni 2017).  
14Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, (Jakarta: Kompas Media 
Nusantara, 2016), h. 3.  
15Valid adalah Menurut Cara yang semestinya; Berlaku, Shahih. Kementerian Pendidikan, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), 
h. 1604.  
7 
 
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk 
pembiayan pembangunan. 16 
Program yang dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017 
itu niscaya akan tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah perpajakan Indonesia. 
Banyak pihak menilai pemerintah sukses menjalankan program tax amnesty, 
terutama dilihat dari total jumlah harta yang dilaporkan, yang hasilnya melampaui 
target. Indonesia pun disebut-sebut sebagai satu dari sedikit negara yang dianggap 
sukses menggelar program tax amnesty. 
Namun, tak sedikit pula yang menilai hasil tax amnesty kurang maksimal, 
dilihat dari jumlah repatriasi dan uang tebusan. Bagaimanapun, repatriasi 
merupakan tujuan utama pelaksanaan tax amnesty. Selama 9 bulan pelaksanaan 
tax amnesty, sejumlah pencapaian memang cukup mencengangkan. Berdasarkan 
data Ditjen Pajak, total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.865,77 triliun. 
Angka tersebut berada di atas target yang dicanangkan yakni Rp 4.000 triliun. 
Dari total harta yang dilaporkan, yang paling fenomenal adalah deklarasi 
harta dalam negeri yang mencapai Rp 3.687 triliun. Pencapaian itu menimbulkan 
pertanyaan. Mengapa deklarasi harta dalam negeri begitu besar? Bagaimana 
mungkin aset di dalam negeri sebesar itu tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh 
otoritas pajak?. 17 
 
                                                          
16Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. 4-5.  
17Muhammad Fajar Marta, Sisi Lain “Tax Amnesty”. Dikutip dalam situs 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty. (Diakses 
Pada Tanggal 21 Juli 2017)  
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Harta yang dideklarasi oleh wajib pajak saat tax amnesty pada dasarnya 
adalah harta yang belum pernah dilaporkan kepada otoritas pajak. Artinya, 
sebelum tax amnesty, harta atau aset-aset tersebut bisa dikatakan tersembunyi atau 
ilegal. Berdasarkan data Ditjen Pajak, dari total harta yang dideklarasikan, ada 
tiga jenis harta yang mendominasi. Rinciannya, harta dalam bentuk kas dan setara 
kas sebesar Rp 1.284,9 triliun, tanah dan bangunan Rp 766,3 triliun, serta 
investasi dan surat berharga senilai Rp 731,1 triliun.  
Data tersebut menunjukkan ternyata banyak pabrik dan lahan perkebunan 
di Indonesia yang tidak  diketahui otoritas pajak sehingga selama bertahun-tahun 
tidak terpungut pajaknya. Yang juga mengejutkan adalah harta dalam bentuk kas 
dan setara kas sebesar Rp 1.284,9 triliun. Harta ini merupakan aset yang disimpan 
di perbankan dalam bentuk tabungan, deposito18, dan giro19. 
Ditjen pajak bisa jadi tidak mengetahui adanya aset-aset tersebut. Sebab, 
Ditjen Pajak memang tidak memiliki akses langsung ke sistem perbankan. 
Lagipula simpanan di perbankan dilindungi oleh aturan kerahasiaan bank 
sepanjang tidak tersangkut tindak pidana. Fakta menariknya adalah ternyata ada 
ribuan triliunan rupiah simpanan di perbankan yang tidak pernah dilaporkan ke 
otoritas pajak sebelum pemberlakuan tax amnesty. Dengan kata lain, dulunya aset-
                                                          
18Deposito adalah kredit yg diberikan Bank kepada seseorang; hak atas saldo uang dari 
Bank bagi mereka yang telah menyimpan dana di Bank. Kementerian Pendidikan, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, h. 342.  
19Giro adalah simpanan pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. 
Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 481.   
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aset  tersebut sengaja disembunyikan, mungkin karena diperoleh dari transaksi 
ilegal atau semacamnya. 20 
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total simpanan di 
perbankan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro per akhir Januari 2017 
mencapai Rp 4.836,76 triliun. Ini berarti, sebelum penerapan tax amnesty, 
minimal 26 persen atau seperempat dari seluruh simpanan masyarakat Indonesia 
di perbankan merupakan harta yang disembunyikan atau ilegal.  
Dikatakan minimal karena diketahui masih banyak wajib pajak yang tidak 
mengikuti tax amnesty atau tidak melaporkan hartanya yang disimpan di bank. 
Hal tersebut menunjukkan, selama ini industri perbankan ternyata menjadi surga 
persembunyian dana-dana ilegal. Jadi surga pajak atau tax haven tidak hanya di 
Singapura, tetapi juga di Indonesia sendiri. 
Fakta yang yang terungkap dari pelaksanaan tax amnesty tersebut juga 
sejalan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK). Selama ini, PPATK rutin menyampaikan laporan hasil analisis (LHA) 
dari transaksi-transaksi keuangan mencurigakan yang umumnya terjadi di sistem 
perbankan. 
Dalam LHA tersebut, terdapat banyak transaksi keuangan yang tidak 
pernah dilaporkan atau dibayarkan pajaknya kepada negara. Dana atau transaksi 
tersebut umumnya tidak jelas asal usulnya dan diduga terkait dengan tindak 
pidana korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Pada tahun 2015 saja, 
                                                          
20Muhammad Fajar Marta, Sisi Lain “Tax Amnesty”. Dikutip dalam situs 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty. (Diakses 
Pada Tanggal 21 Juli 2017)  
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PPATK menemukan transaksi senilai Rp 26 triliun di perbankan yang tidak 
pernah dilaporkan kepada otoritas pajak. PPATK mengestimasi ada ribuan triliun 
rupiah transaksi atau aset lainnya di perbankan yang belum ditarik pajaknya. 21 
Setelah tax amnesty, simpanan yang ada di perbankan bisa dibilang sudah 
clear atau tak lagi tersembunyi. Namun, berdasarkan Undang-Undang Tax 
Amnesty, dosa yang terhapus hanyalah pelanggaran atau pidana yang terkait 
perpajakan. Artinya, jika memang berasal dari praktik kotor, harta-harta yang 
dideklarasikan tersebut masih bisa dijerat dengan pidana lain macam korupsi atau 
pencucian uang. 22 
Pendapatan negara di Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan 
bukan pajak, dan hibah. Sumber keuangan ini biasanya digunakan untuk 
membiayai belanja negara sumber pendapatan negara dalam fiqih siyasah pada 
dasarnya dibagi dua, yaitu sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan dasar 
hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadits dan sumber pendapatan negara yang 
diterapkan hasil ijtihad para sahabat, dan juga kebijakan umara (pemerintah) 
selama tidak bertentangan dengan syariat. 23 
Sumber pendapatan negara yang telah ditetapkan dasar hukummya dalam 
Al-Qur’an dan Hadits adalah sebagai berikut: 
                                                          
21Muhammad Fajar Marta, Sisi Lain “Tax Amnesty”. Dikutip dalam situs 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty. (Diakses 
Pada Tanggal 21 Juli 2017)  
22Muhammad Fajar Marta, Sisi Lain “Tax Amnesty”. Dikutip dalam situs 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/04/05/060000626/sisi.lain.tax.amnesty. (Diakses 
Pada Tanggal 21 Juli 2017)  
23Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 222-223.  
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1. Pajak Tanah (Kharaj), yang dikelola oleh non-muslim dengan biaya 
sendiri, tanah milik muslim yang disirami air hujan ataupun disirami 
dengan mengeluarkan biaya, seperti irigasi. 
2. Jizyah, yakni pajak perorangan yang diambilkan dari ahlul kitab yang 
hidup di negara Islam sebagai kaum dzimmi (non muslim yang mendapat 
perlindungan dari negara Islam dengan menjadi warga negara), 
3. Bea Cukai (Pajak) yang diambil dari barang-barang yang diimpor ke 
negara Islam dan barang-barang yang diekspor dari negara Islam. 
4. Ghanimah dan fay’. Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari 
orang-orang kafir atau musyrik melalui peperangan yang disebabkan 
karena mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sedangkan fay’ 
adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui 
peperangan. 24 
Adapun sumber pendapatan negara yang lainnya diserahkan kepada 
pemerintah untuk menetapkan berdasarkan kemanfaatan yang akan di ambil 
dalam menjalankan pemerintahan dengan mempertimbangkan tiga kriteria yaitu: 
1. Selama sesuai dengan jiwa syariat,  
2. Membawa kemanfaatan, 
3. Tidak menghalalkan sesuatu yang haram. 25 
 
                                                          
24Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah, h. 223-224.  
25Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah, h. 224.  
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Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak 
bumi. Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berasal dari kata ﺮﺨﺟ yang 
berarti mengeluarkan.26 Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-Muslim dan 
dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Dalam sejarah, kata 
ini diambil umat Islam dari bahasa “administratif”, Bisantium yang makna 
asalnya adalah “upeti”. Dalam bahasa Persia, kata ini disebut kharag, semakna 
dengan tributum dalam bahasa Yunani pada masa kekuasaan Romawi masih jaya. 
Agaknya kata ini diterima menjadi kata Arab asli karena sama artinya dengan 
hasil bumi, yang secara spesifik berarti pajak yang dibayar untuk pemilikan 
tanah.27 
Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Pada 
saat itu Rasulullah saw memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar 
untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil 
panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kharaj 
merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), 
bukan oleh kelompok orang. 28 
Persoalan pajak dalam Islam telah ditemukan pada masa Umar bin Khattab 
yang telah menemukan terobosan bahwa penentuan besarnya pajak maka harus 
memperhatikan kandungan tanah. Ketika Umar bin Kathtab menentukan pajak 
untuk daerah-daerah Sawad di Irak, maka di salah satu daerah, Umar bin Kathtab 
                                                          
26Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997), h. 330.  
27Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Ed. I; Cet. I; 
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 328.  
28Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 329.  
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menetapkan pajak untuk setiap satu jarib besarnya pajak adalah satu qafiz 
(takaran tempo dulu. Satu qafiz kira-kira sama dengan 16 kg), dan satu dirham. 
Jumlah tersebut hasil ijtihad Kisra bin Qabadz. Orang yang pertama kali 
mengukur luas tanah, menetapkan pajak membuat batas, dan membuat dokumen. 
Petugas pajak harus memperhatikan kandungan tanah tanpa bermaksud 
mendzalimi pemilik tanah atau penggarap.29 
Umar bin Kathtab menentukan pajak untuk daerah lain dengan tarif yang 
berbeda. Kali ini Umar bin Kathtab menugaskan Utsman bin Hanif, Umar bin 
Kathtab perintakan Utsman bin Hanif untuk mengukur luas tanah dan menentukan 
pajak untuk kandungan tanahnya. Jadi, Umar bin Kathtab menentukan tarif pajak 
di daerah-daerah Syam dengan tarif yang berbeda. Dari sini bisa diketahui, bahwa 
Umar bin Kathtab tidak menyamakan kandungan setiap tanah. 30 
Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 
masalah pajak itu sendiri. Pajak meruapak suatu ketaatan terhadap terhadap 
kebijakan pemerintah. Sebagai umat Islam diwajibkan taat dan patuh terhadap 
pemerintah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS an-Nisa/4:59, yaitu 
                                                          
29Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara dalam Syariat Islam, penerjemah Fadli Bahri dari kitab aslinya Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah (Cet. V; Jakarta: Darul Falah, 2013), h. 264.  
30Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara dalam Syariat Islam, penerjemah Fadli Bahri dari kitab aslinya Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah, h. 264.  
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                         
          
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.31 
 
Pada Ayat 59 surat an-Nisa dan ayat sesudahnya masih berhubungan erat 
dengan ayat ayat yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah 
kepada Allah swt serta berbakti kepada orang tua. Perintah-perintah itu, 
mendorong manusia untuk menciptakan masyarakatyang adil dan makmur, taat 
kepada Allah swt dan Rasul serta tunduk kepada ulil Amri, menyelesaikan perkara 
berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. 
Para pakar Al-Qur’an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada 
Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan hanya satu  kali kata 
taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah 
ketaatan yang diperintahkan Allah swt, baik yang diperintahkan secara langsung 
di dalam Al-Qur’an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut 
hal-hal yang bersumber dari Allah swt, bukan beliau perintahkan secara langsung. 
Adapun bila perintah taat diulangi, maka Rasul mempunyai wewenang serta hak 
untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari Al-Qur’an. Itu sebabnya perintah 
                                                          
31Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 
114.  
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taat kepada Ulil Amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak 
untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada 
Allah swt atau Rasulnya. 32 
Pendapat ulama berbeda tentang makna kata Ulil Amri. dari segi bahasa 
kata Ulil adalah bentuk jamak dari Wali yang berarti pemilik atau yang mengurus 
dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau 
mereka banyak.  Sedangkan kata Al-Amri adalah perintah atau urusan. Dengan 
demikian Ulil Amri adalah orang yang berwewenang mengurus urusan kaum 
muslimin.33 Perlu dicatat bahwa kata Al Amru berbentuk makrifat ini menjadikan 
banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-
persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan aqidah. 34 
Adapun hadits yang membahas persoalan pajak (kharaj) pada masa 
Rasulullah saw, yaitu: 
 ُﻪَﻬَﺟ َو ﺎﱠﻤَﻟ ﻢﻠﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟا ﱠنَا ،ٍذﺎَﻌُﻣ ْﻦَﻋ َﺮََﻣا ،ِﻦَﻤَﻴﻟا ﻰَﻟِاﻲِﻨْﻌَـﻳ ٍﻢِﻟﺎَﺣ ﱢﻞُﻛ ْﻦِﻣ َﺬُﺧ َْﺎﻳ ْنَا ُﻩ :
 ﱢيِﺮِﻓ ﺎَﻌُﻤْﻟا ْﻦِﻣ ُﻪَﻟْﺪَﻋْوَا ،ًارﺎَﻨ ْـﻳِد ﺎًﻤِﻠَﺘْﺤُﻣ -  ُنْﻮُﻜَﺗ ٌبﺎَِﻴﺛ  ِﻦَﻤَﻴْﻟِﺎﺑ
35  
Artinya: 
“Dari Mu’adz: Nabi Muhammad saw mengutusnya ke Yaman guna 
mengambil (pajak) dari setiap manusia yang telah baligh sebanyak satu 
dinar, atau menggantinya dengan pakaian mu’afiri (jenis pakaian di 
Yaman)”. (Shahih).  
                                                          
32Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-
Qur’an (Vol. II; Jakarta: Lentera Hati. 2001), h. 483.  
33Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Jilid II, h. 484.  
34Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Jilid II, h. 484.  
35No. Hadits. 3038, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Alih 
Bahasa Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, dan Ahmad Rifa’i Utsman, Shahih Sunan 
Abu Daud: Seleksi Hadits dari Kitab Sunan Abu Daud, Buku 2, Kitab (Kharaj) Pajak, 
Kepemimpinan, dan  Fai’, h. 417. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu: 
“Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia dalam Perspektif Hukum 
Tata Negara Islam” 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, dan peneliti 
masih belum memahami terlalu jelas konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty), 
maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana latar 
belakang munculnya pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia ?” 
Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka peneliti membagi menjadi 
sub-sub masalah yang akan dibahas, yakni: 
1. Bagaimana konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia ? 
2. Bagaimana konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) perspektif hukum 
Tata Negara Islam ? 
B. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian 
sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 
sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan.36 
                                                          
36Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang  
Pengampunan Pajak. Dikutip dalam buku Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. 
5.   
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2. Hukum Tata Negara Islam memiliki persamaan dengan definisi dalam 
kajian fiqih yaitu Fiqih Siyasah atau Siyasah Syari’yah.37 Adapun 
pengertian Siyash Syariyah menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip 
dalam Ahmad Sukardja, merupakan salah satu cabang fikih yang 
membahas hubungan individu dengan negara yang diatur dalam sistem 
ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem 
hubungan internasional. 38 
C. Kajian Pustaka 
Materi yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Pengampunan Pajak (Tax 
Amnesty). Maka dengan itu, peneliti untuk melakukan penelitian dengan mencoba 
membahas ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur 
yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
Bohari dalam bukunya “Pengantar Hukum Pajak”. Buku ini memberikan 
pemahaman tentang dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa 
kewajiban untuk meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak 
membawa konsekuensi bahwa negara harus meninggikan kesejahteraan 
masyarakat.39 Menurut penulis buku ini memberikan secara jelas tentang definisi 
pajak secara umum secara khusus. Pajak dapat memberikan manfaat kepada 
                                                          
37Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 16.  
38Yusuf al-Qardhawi, al-Siyasah al-Syar’iyah: Pedoman Bernegara dalam Perspektif 
Islam, penerjemah Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 23. Dikutip dalam 
Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih 
Siyasah, h. 15.  
39Lihat dalam Bohari, Pengantar Hukum Pajak, h. 22.  
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negara terutama APBN yang sangat membantu dalam pembiayaan fasilitas 
pembangunan. 
Muda Markus dalam bukunya “Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar”. 
Dalam bukunya memberikan penjelasan tentang dasar-dasar material semua pajak 
pusat yang wewenangnnya pemajakannya berada di bawah Direktorat Jenderal 
Pajak. Pajak-pajak tersebut adalah: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan 
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.40 
Menurut penulis buku tersebut menjelaskan bentuk-bentuk pajak yang harus 
diketahui oleh Wajib Pajak. Beberapa bentuk pajak tersebut merupalan pembagian 
yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah menjadi 
kebijakan pemerintah. 
Suharno dalam bukunya “Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia”. 
Buku ini memberikan kemudahan dalam memahami amnesti pajak secara 
keseluruhan dan juga karena di dalamnya terdapat Frequently Asked Qustions 
(FAQ) yang jawabannya telah divalidasi Tim Amnesti Pajak dari Kantor Pusat 
Direktur Jenderal Pajak. Nilai lebih lainnya dari buku ini adalah Wajib Pajak 
memperoleh CD yang berisi detail peraturan Pengampunan Pajak dan contoh file 
pengisian Surat Pernyataaan Harta untuk Pengampunan Pajak, Daftar Rincian 
Harta, dan Utang serta semua fila yang diperlukan dalam rangka mengikuti 
amnesti pajak dan termasuk file untuk pelaporan setiap semesternya.41 Menurut 
                                                          
40Muda Markus, Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2005), h. xvii.  
41Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. vi-vii.  
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penulis buku tersebut sangat berguna bagi penelitian selanjutnya karena terddapat 
CD yang berisi secara detail tentang pengaturan dan gambaran cara mendaftar 
bagi wajib pajak untuk mendaftar tax amnesty beserta regulasi yang berkaitan 
dengan tax amnesty.  
Ahmad Sukardja dalam bukunya “Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Dalam bukunya 
memberikan penjelasan mengenai negara yang berdaulat memiliki keuangan yang 
dijalankan untuk menyelenggarakan pemerintah. Negara yang tidak akan 
memiliki uang, baik dalam anggaran dan belanja akan kesulitan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.42 Menurut penulis buku tersebut memberikan 
pemahaman konsep administrasi negara dan pengaturan sistem keuangan dalam 
sudut pandang Islam. 
Muhammad Iqbal dalam bukunya “Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi 
Doktrin Politik Islam”. Buku ini menjelaskan menjelaskan bagian dari cabang 
fikih siyasah yaitu siyasah maliyah. Kajian siyasah maliyah di kenal dengan 
kebijakan politik keuangan negara. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian 
terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang 
anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas 
tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.43 
Menurut penulis buku ini khusus membahas tentang persoalan Tata Negara Islam 
yang menjadi konsep kebijakan poitik dalam suatu pemerintahan. 
                                                          
42Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah, h. 218. 
43Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 317.  
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Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah  kemudian diterjemahkan Fadli Bahri 
dari kitab aslinya yaitu Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum 
Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Buku ini memberikan gambaran 
secara jelas bahwa Islam tidak luput mengatur atau mengelola hubungan 
individual dengan negara dengan keharusan taat dan tunduk kepada keputusan 
negara selagi negara tersebut merealisir Syariat Allah swt dan Islam juga 
mengatur antara daulah (negara) Islam dengan negara lain.44 Kitab terjemahan ini 
sangat berguna bagi peneliti karena mengambarkan secara detail dan akurat 
mengenai pengaturan pajak dalam Islam.  
Wiwin Sri Rahyani dalam jurnal penelitiannya yang berjudul 
“Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Suatu Solusi Meningkatkan Penerimaan 
Pajak”. Jurnal penelitiannya memberikan penjelasan tentang tax amnesty 
diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang 
dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin 
efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar 
kekayaan wajib pajak. Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak apabila 
dikaitkan dengan sifat memaksa dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara 
                                                          
44Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara dalam Syariat Islam, penerjemah Fadli Bahri dari kitab aslinya Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah, h. viii.   
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Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Pajak dan pungutan lain yang bersifat 
memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” sudah sejalan.45 
Selanjutnya, Rinaldi dam jurnal penelitiannya yang berjudul “Dampak Tax 
Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada Nilai 
Perusahaan”. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Tujuan Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan tax amnesty ini adalah untuk kepatuhan Wajib Pajak 
yang selama ini kurang transparan dalam melaporkan kekayaannya. Kemudian 
dengan adanya itikad baik dari Wajib Pajak maka akuntabilitas dari Laporan 
Wajib Pajak kepada DJP dapat dipertanggung jawabkan. 46 
Dalam penelitian yang telah dibahas sebelumnya telah menjelaskan 
pengertian pajak dan pengolahan pajak di Indonesia. Konsep Hukum Tata Negara 
pun mengatur persoalan pajak dalam suatu negara. Penelitian terduhulu juga 
menjelaskan sejarah awal mulanya kebijakan Tax Amnesty dan proses tahapan 
kebijakan pengampunan pajak ini berjalan selama periode dari tahun 2016 sampai 
tahun 2017. Adapun peneliti melakukan penelusuran melalui penelitian mencoba 
menelusuri konsep kebijakan tax amnesty yang telah dijalankan oleh pemerintah 
Indonesia, dan manfaat yang didapatkan oleh negara terhadap kebijakan 
pengampunan pajak. Kemudian peneliti ingin mengkaji konsep pengampunan 
pajak dalam sejarah Islam. Meskipun dalam proses perjalanan Peradaban Islam 
belum mengenal konsep Tax Amnesty namun, kemungkinan ada nilai kesamaan 
                                                          
45Wiwin Sri Rahyani, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Suatu Solusi Meningkatkan 
Penerimaan Pajak, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, h. 1. 
46Rinaldi, Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada 
Nilai Perusahaan, Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017, h. 5-6. 
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pengelolaan pajak di Indonesia dengan pengelolaan pajak dalam sejarah Tata 
Negara Islam.   
Berdasarkan refrensi-refrensi yang telah dikumpulkan. Tidak ditemukan 
yang membahas secara spesifisik tentang persoalan yang dibahas dalam skripsi. 
Peneliti menemukan ada beberapa refrensi yang membahas tentang persoalan 
Pajak, namun belum ada yang membahas secara lebih khusus Tax Amnesty, 
dengan demikian peneliti ingin metelaah lebih fokus tentang “Pengampunan Pajak 
(Tax Amnesty) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. 
D. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian pustaka (library research). 
2. Pendekatan Penelitian 
a. Pendekatan Normatif (Syar’i), pendekatan yang dilakukan mengenai 
konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) dalam perspektif Hukum 
Tata Negara, 
b. Pendekatan Yuridis Formal, pendekatan yang dilakukan mencari 
sumber hukum dalam proses pelaksanaan pengampunan pajak (Tax 
Amnesty) di Indonesia. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Adapun pembagiannya yaitu, sebagai berikut : 
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a. Jenis Data 
Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library 
research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran yang 
bersumber dari sejumlah literatur, baik mengubah redaksi kalimatnya 
maupun tidak. 
b. Sumber Data 
Dalam penulisan skripsi menggunakan sumber data, yaitu sebagai 
berikut : 
1) Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh lansung 
dari sumber asli (tidak melalui perantara). 
2) Sumber data sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak lansung melalui media perantara. Data sekunder 
umunya antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil 
penelitian, dan sebagainya.47 Adapun data sekunder yang akan 
digunakan, yakni: 
a) Undang-Undang Dasar 1945;  
b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 
Pajak; 
c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK03/2016 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak; 
                                                          
47Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2; Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30. 
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d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang 
Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada 
Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka 
Pengampunan Pajak; 
e) Jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
4. Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ilmiah akan banyak bersandarkan dan tergantung kepada 
kepustakaan. Penelitian yang sudah ada belumlah bersifat final, artinya masih 
terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan bila perlu menguji 
kambali hasilnya agar ada kesempurnaan. Peneliti dalam hal ini harus betul-betul 
mendalami mengenai tulisan-tulisan dari kepustakaan. 
Dalam menganalisis data penelitian pustaka tersebut, peneliti 
memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat 
melakukan kontrol penelitian. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi 
landasan jalan pemikirna peneliti. 
Mempertajam konsep-konsep yang terdapat dalam buku sehingga 
memudahkan menemukan refrensi yang akan dijadikan rujukan penelitian. 
Menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian sehingga dapat 
menghindari pemborosan mengenai waktu, tenaga, dan biaya. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) di 
Indonesia,  
b. Untuk memahami konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) 
perspektif hukum Tata Negara Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara Teoritis  
Penelitian memberikan refrensi pustaka kepada UIN Alauddin dalam 
hal pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena materi tersebut adalah 
kebijakan baru yang telah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2016; 
b. Secara Praktis 
Secara praktis pembahasan terhadap proses pengampunan pajak (Tax 
Amnesty), ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan 
bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya bagi 
instansi pemerintahan; 
c. Secara Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kepustakaan 
di bidang hukum yang berkaitan dengan proses pengampunan pajak 
(Tax Amnesty) di Indonesa dalam perspektif Hukum Tata Negara 
Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Pajak 
1. Pengertian Pajak 
Menurut kebanyakan sarjana di bidang perpajakan, pendefinisian pajak 
tidaklah sesukar pendefinsian hukum. Namun demikian, banyak sarjana yang 
memberikan definisi yang cukup rumit. Beranekaragam bahkan sering kali 
menimbulkam perbedaan pendapat yang tajam diantara mereka. Kenyataan ini 
nampak jelas dalam berbagai ragam definisi pengertian pajak yang berasal dari 
para ahli dalam berbagai literatur. 
Menurut Andriani, sebagaimana dikutip Mustaqiem, pajak adalah iuran 
kepada negara yang dapat dipaksakan, yang berutang oleh wajib pajak menurut 
peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang lansung dapat 
ditujukan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.1 
Sedangkan, menurut Rahmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh 
Suparnyo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan sektor swasta 
ke sektor pemerintahan) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang lansung dapat ditunjuk untuk 
membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau 
pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Dapat 
                                                          
1Mustaqirm, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi daerah (Yogyakarta: FH UII Prress, 
2008), h. 43.  
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dipaksakan artinya adalah bahwa bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu 
dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan 
juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak.2 
Menurut Agus Surono, Pajak merupakan suatu peralihan di lapangan harta 
kekayaan yang berasal dari rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. Pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam mencapai maksud dan tujuan yang 
dicita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat adil 
dan makmur secara merata.3 
Menurut Etty Muyassaroh, Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan Undang-Undang. Pembayar pajak tidak mendapat kontra 
prestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 
umum.4  
Menurut Muda Markus, Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat 
(swasta) yang berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada 
negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan lansung dari negara, 
serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi: 
                                                          
2Suparnyo, Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas (Cet. III; Semarang: Pustaka Magister, 
2012), h. 31.  
3Agus Surono, Sengketa Pajak sebagai Upaya Penerimaan Negara (Cet. I; Jakarta: FH 
Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), h. 65.  
4Etty Muyassaroh, Perpajakan Brevet A dan B: Materi ynag Disajikan di Berbagai 
Kursus Brevet Perpajakan (Cet. I; Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 8.  
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a. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, sisanya jika ada, 
digunakan untuk pembangunan, 
b. Sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat.5 
Dalam pengertian lain, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, dalam 
Pasal 1 memberikan definisi pajak, yaitu kontribusi kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6 
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta Wajib Pajak untuk secara lansung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya 
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut 
                                                          
5Muda Markus, Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2005), h. 1.  
6Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Susunan dalam Satu Naskah Undang-
Undang Perpajakan (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2012), 
h.  7.  
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berpatisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional.7  
Dari beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh para pendapat ahli, 
peneliti memberikan kesimpulan pengertian pajak, yakni kewajiban seorang 
warga negara kepada pemerintah dan sumber penerimaan negara dalam 
pembiayaan pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan 
pemerataan ekonomi kepada seluruh warga negara Indonesia. 
2. Unsur-unsur Pajak 
Menurut Bohari, memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur pajak, 
yaitu: 
a. Bahwa pajak atau penyerahan iuran itu adalah bersifat menyerahkan 
sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan 
bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara, 
b. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, 
dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan 
sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan 
menggunakan kekerasan seperti surak paksa dan sita, 
c. Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan 
yang umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada 
undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap 
sebagai perampasan hak, 
                                                          
7Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan Hak dan Kewajiban 
Wajib Pajak (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2011), h. 3.  
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d. Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjuk. Artinya 
bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada 
hubungan lansung. Prestasi dari negara seperti: hak untuk mendapat 
perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan umum, hak 
untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak 
ditujukan secara lansung kepada individu pembayar pajak, tetapi 
ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara 
keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun 
dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin 
lebih banyak menggunakanan prestasi dari negara dibanding orang 
kaya seperti dalam hal penggunaaan sarana kesehatan, 
e. Uang yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti pembuatan 
jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri, dan sebagainya.8 
Dengan melihat unsur-unsur pajak tersebut maka pajak juga dapat 
diketahui adanya ciri-ciri yang biasaya ada, yaitu: 
a. Dipungut berdasarkan Undang-Undang atau peraturan daerah 
(PERDA) artinya dapat dipaksakan, 
b. Dapat berupa Pajak Lansung (pajak yang lansung dipungut oleh 
pemerintah melalui aparaturnya) dan Pajak Tidak Lansung (pajak yang 
pemungutannya melalui pihak ketiga), 
                                                          
8H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Ed. Revisi; Cet. IV; Raja Grafindo Persada, 2002), 
h. 25-26.  
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c. Dapat dipungut sekaligus (dipungut setiap ada perbuatan, keadaan, 
atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak) atau berulang-ulang 
(artinya pajak dipungut secara periode atau terus menerus), 
d. Tanpa ada imbalan yang secara lancung dapat ditunjuk (artinya 
pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak 
mengakibatkan dia mendapatkan imbal balik yang secara lansung 
diterima atau dapat ditunjukkan), 
e. Sebagai alat pendorong (artinya pajak dapat digunakan untuk 
mendorong adanya investasi, jika ada fasilitas intensif di bidang 
perpajakan) atau penghambat (artinya pajak dapat digunkan untuk 
menghambat pemborosan atau dapat berlaku hemat), 
f. Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di luar 
bidang keuangan.9 
3. Macam-macam Pajak 
Ada seribu satu macam yang berlaku di dunia. Berikut ini adalah macam-
macam pajak yang terdapat di Indonesia, baik yang sudak tidak berlaku lagi, 
maupun yang sedang berlaku saat ini. 
a. Pajak pusat (berwenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat) 
Adapun pembagiannya yaitu: 
1) Pajak Penghasilan (PPh), berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, 
                                                          
9Suparnyo, Hukum Pajak: Suatu Sketsa Asas, h. 34.  
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2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Undang-Undang No. 8  
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 
2000, 
3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasarkan Undang-Undang No. 
12 Tahun 1994, 
5) Bea Materai, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, 
6) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, berdasarkan Undang-
Undang No. 20 Tahun 2000, 
7) Bea Masuk, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995, 
8) Cukai tembakau, dan Ethil Alkohol beserta Hasil Olahannya, 
berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. 10 
b. Pajak daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah 
daerah) 
Dasar hukum pajak daerah adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terseubt pajak daerah terdiri dari: 
1) Pajak Daerah Propinsi (wewenang pemajakannya berada di tangan 
pemerintah daerah propinsi), seperti: 
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, 
                                                          
10Muda Markus, Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar, h. 3-4.  
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b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), 
c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Kendaraan 
di Atas Air, 
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
2) Pajak daerah Kabupaten/Kota (wewenang pemajakannya berada di 
tangan pemerintahan daerah kabupaten/kota), seperti: 
a) Pajak Hotel dan Restoran (PHR), 
b) Pajak Restoran, 
c) Pajak Hiburan, 
d) Pajak Reklame, 
e) Pajak Penerangan Jalan, 
f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, 
g) Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengelola parkir).11 
4. Asas Pemungutan Pajak 
Dalam bukunya Mutaqiem “Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi 
Daerah” memberikan penjelasa mengenai asas pemungutan pajak yakni: 
a. Asas Domisili (Domicilie Beginsel) 
Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili (tempat 
kediaman) wajib pajak di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana wajib 
berkediaman adalah yang berhak mengenakan pajak atas orang-orang itu dari 
semua pendapatan di mana saja diperoleh. Seperti orang Indonesia (sebagai Wajib 
                                                          
11Muda Markus, Perpajakan Indonesia: Suatu Pengantar, h. 5-6.  
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Pajak atau orang asisng yang berkediamana di wilayah Indonesia (sebagai Wajib 
Pajak dalam Negeri) akan dikenakan pajak atas penghasilan dari semua 
pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun di Luar Negeri (Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2000, Bab III, Pasal 4 Ayat (1).12 
b. Asas sumber (Bronbeginsel) 
Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya sesuatu 
sumber di suatu negara. Menurut asas ini negara di mana sumber-sumber 
pendapatan itu berada ialah yang berhak memungut pajak, dengan tidak 
menghiraukan tempat di mana pajak itu berada. Seperti dalam peraturan 
perundang-undangan Pajak Penghasilan ditetapkan bahwa seseorang yang 
bertempat tinggal di luar Indonesia dikenakan Pajak di Indonesia atas 
penghasilannya dari sumber-sumber penghasilan yang berada di Wilayah 
Indonesia (Undang-Undang No. 17 tahun 2000, Bab II, Pasal 2 Ayat (4). 
c. Asas Kebangsaan (Nationaliteits Beginsel) 
Menurut asas ini pajak dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang 
yang mempunyai hubungan kebangsaaan dengan negara itu. Indonesia tidak 
menggunakan asas ini sebagai dasar pemungutan pajak, karena yang dikenakan 
pajak selain Warga negara Indonesia juga warga negara asing yang tidak memiliki 
hubungan kebangsaan dengan Indonesia tetapi memilki hubungan ekonomis di 
Indonesia. Istilah lain, cara yang didasarkan atas asas kebangsaan 
menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara.13  
                                                          
12Mustaqirm, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi daerah, h. 70-71.  
13Mustaqirm, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi daerah, h. 72.  
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Adapun dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara 
lain, yaitu: 
a. Official Assesment System (Sistem Penilaian Resmi) 
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam hal 
ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak 
terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat 
pasif. 
b. With Holding System  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga 
selain pemerintah dan wajib pajak menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
wjaib pajak. 
c. Self Assessment System (Sistem Penilaian Diri) 
Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak 
untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini pajak mempunyai 
wewwenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang, sehingga wajib 
pajak mempunyai peran aktif mulai, dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. Sedangkan pemerintah hanyalah mengawasi dan tidak 
mempunyai hak untuk campur tangan. 14 
 
 
 
                                                          
14Etty Muyassaroh, Perpajakan Brevet A dan B: Materi ynag Disajikan di Berbagai 
Kursus Brevet Perpajakan, h. 10-11.  
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B. Tinjauan Umum Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
1. Pengertian Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang 
Pengampunan Pajak memberikan definisi, yaitu penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 
tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. 
Sementara yang dimaksud dengan Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan 
ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 
yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam 
dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, 
pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara 
untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.15 
2. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Dalam pelaksanannya, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas, 
penjelasannya yaitu: 
a. Asas kepastian hukum adalah pelaksaan Pengampunan Pajak harus 
dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 
kepastian hukum, 
b. Asas keadilan adalah pelasksanaan Pengampunan Pajak menjunjung 
tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat, 
                                                          
15Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia (Jakarta: Kompas Media 
Nusantara, 2016), h. 5.  
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c. Asas kemanfaatab adalah seluruh pengaturan kebijakan. Pengampunan 
Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, 
khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum, 
d. Asas kepentingan nasional adalah pelaksanaan Pengampunan pajak 
mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas 
kepentingan lainnya. 16 
Adapun tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang 
antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domistik, 
perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan 
investasi, 
b. Menodorong reformasi perpajakan yang lebih valid, komprehnsif, dan 
terintegrasi, 
c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan 
untuk pembiayaan pembangunan.17 
3. Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
a. Subyek Pengampunan Pajak 
Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Akan tetapi,  
dalam hal ini hanya wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunam Pajak Pengasilan baik bagi yang sudah memiliki NPWP 
                                                          
16Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. 5-6.  
17Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. 6.  
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maupun yang belum NPWP. Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang semata-mata 
hanya diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak seperti 
bendaharawan pemerintah tidak berhak mendapatkan amnseti pajak. Kemudian, 
bagi Wajib Pajak yang belum meiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
caranya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di 
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan wajib pajak yang bersangkutan. 18 
Jika wajib pajak belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk 
mengikuti program pengampunan pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri 
terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di kantor Ditjen Pajak di mana Wajib 
Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan. 
Secara umum, proses pendaftaran Wajib Pajak dapat dilalukan dengan dua 
cara, yaitu dengan datang lansung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 
Pelayanan Penyuluhan, dna Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Cara lain 
adalah dengan mendaftarkan diri secara online melalui situs Direktorat Jenderal 
Pajak di ww.pajak.go.id yang merupakan bentuk layanan untuk memudahkan 
Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 
Proses pengisisan formulir dan penyampaian dokumen kelengkapan yang 
dipersyaratkan antara kedua proses tersebut adalah sama. Jika formulir 
pendaftaran telah diisi secara benar dan lengkap serta ditandatangani. Formulir 
pendaftaran berserta dokumen kelengkapan yang disyaratkan deapat disampaikan 
                                                          
18Suharno, Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, h. 7.  
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secara lansung, melalui pos, jasa ekspedisi, maupun kurir. Jika selama ini wajib 
Pajak tersebut mempunyai NPWP tetapi berstatus Non-Efektif (NE), NPWP dapat 
diminta untuk diaktifkan kembali.19  
Secara lebih detail subyek pengampunan pajak menurut Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. Per-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai 
Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, 
meliputi: 
1) Wajib pajak mempunyai kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan 
Pengampunan Pajak, 
2) Orang pribadi, seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja 
Indonesia, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah 
penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan tidak 
kena pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti 
Pengampunan Pajak. 
3) Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 
bulan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek 
Pajak Luar Negeri dan tidak menggunakan haknya untuk mengikuti 
Pajak.20 
                                                          
19Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu Mudah: Simulasi dan Praktik 
Pengampunan Pajak (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2016), h. 12.  
20Indra Mahardika, Perpajakan:, Edisi: Tax Amnesty (Cet. I; Yogyakarta: Quadrant, 
2017), h. 124.  
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Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak yang 
tidak berhak mendapat amnesti pajak, yaitu: 
1) Wajib pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas 
penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, 
2) Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, 
3) Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak 
pidana di bidang perpajakan. 21  
b. Obyek Pengampunan Pajak 
Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban 
perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 
Jaunari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum 
sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud 
adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengampunan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 
dengan membawa Surat Pernyataan Harta. 
Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalu pengungkapan 
harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Harta adalah akumulai 
tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang 
                                                          
21Indra Mahardika, Perpajakan:, Edisi: Tax Amnesty, h. 124.  
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digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam atau 
diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.22 
Nilai harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan 
pajak meliiputi: 
a. Nilai harta yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 
terakhir, 
b. Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan Tahun PPh Terakhir. 
Meski demikian, hanya nilai harta tambahann yang belum atau belum 
seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Terakhir yang menjadi obyek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang 
tebusannya. Kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
11/PJ/2016. Diatur lebih lanjut harta yang termasuk dalam pengertian harta 
tambahan yang terdiri dari: 
a. Harta warisan, 
b. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan. 23 
 
 
                                                          
22Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu Mudah: Simulasi dan Praktik 
Pengampunan Pajak, h. 14.  
23Indra Mahardika, Perpajakan:, Edisi: Tax Amnesty, h. 125.  
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Akan tetapi, harta warisan tersebut bukan merupakan obyek pengampunan 
pajak apabila: 
a. Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau 
memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
b. Harta warisan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Pewaris. 
Demikian pula untuk hibah juga bukan merupakan Objek Pengampunan 
Pajak apabila: 
a. Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki 
penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak 
Kena Pajak, 
b. Harta hibah sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan pemberi hibah. 24 
Dengan mengikuti pengampunan pajak, ada beberapa keuntungan yang 
didapatkan oleh wajib pajak, yaitu: 
a. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum 
diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi 
pidana, 
b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah 
diterbitkan, 
c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan 
penyidikan tindak pidana perpajakan, 
                                                          
24Indra Mahardika, Perpajakan:, Edisi: Tax Amnesty, h. 126.  
43 
 
d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta 
penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang 
dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bulti permulaan, dan 
penyidikan tindak pidana perpajakan, 
e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah atau 
bangunan serta saham. 25 
                                                          
25Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu Mudah: Simulasi dan Praktik 
Pengampunan Pajak, h. 15-16.  
44 
BAB III 
PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA 
A. Konsep Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia 
Tax Amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh 
pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya 
terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari 
sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib diminta untuk melaporkan 
harta yang diperolehnya di tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan 
dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta 
membayar uang tebusan. Adanya program ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib 
pajak dan dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti 
program tersebut.1 
Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini sebenarnya pernah diterapkan di 
Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 
tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 Tahun 1984 tentang Perubahan 
keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Pelaksanaan 
Tax Amnesty selama dua periode sebelumnya ini dinilai tidak berjalan efektif. 
Kurangnya respon dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem 
administrasi perpajakan secara menyeluruh menyebabkan tidak berjalan 
efektififnya program tersebut. 
                                                          
1Olivia Adam, Dkk. Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektifitas 
Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Ilmu Akutansi Volume 10(1), April 2017. Universitas 
Gorontalo. h. 63.  
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Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan tax 
amnesty ini adalah, pertama, repatriasi atau untuk menarik dana warga Indonesia 
yang ada di luar negeri. Dan kedua, untuk meningkatkan basis perpajakan 
nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak 
dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan 
berdampak pada efektifitas penerimaan pajak. 2 
Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang 
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanki pidana di bidang 
perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 
Wajib pajak yang mengikuti program Amnesti pajak akan memperoleh 
manfaat berupa: 
a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
b. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana 
perpajakan, 
c. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 
penyidikan, 
d. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan 
penyidikan, 
e. Jaminan rahasia dimana data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan 
dasar penyelidikan dan penyeldikan tindak pidana lain, 
                                                          
2Olivia Adam, Dkk. Pengaruh Program Pengampunan Pajak terhadap Efektifitas 
Penerimaan Pajak di Indonesia. h. 64.  
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f. Pembebasan PPh terkait proses balik nama harta.3 
Pengajuan tax amnesty bisa dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
wajib terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa 
surat peryataan. Kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat 
lain yang ditentukan oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk 
meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen 
yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan. 
Tax Amnesty di Indonesia berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, 
dan terbagi ke dalam 3 periode yaitu periode pertama mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan 30 September 2016. Periode kedua dimulai tanggal 1 Oktober 2016 
sampai 31 Desember 2016. Periode ketiga yang merupakan periode terakhir 
dimulai tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.4 
Peneliti mengutip berita dari media online Merdeka.com. berita tersebut 
melaporkan bahwa program pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dijalankan 
pemerintah telah mampu menjaring ratusan ribu wajib pajak dan memancing 
ratusan triliun dana pulang kampung ke Indonesia. Di Akhir periode pada Maret 
2017 lalu, penerimaan negara dari program ini mencapai Rp. 130.2 Triliun, yang 
terdiri dari uang tebusan Rp. 113.9 triliun dan pembayaran tunggakan Rp. 14.8 
triliun. Sementara itu, untuk total harta yang deklari mencapai Rp. 4.813 triliun, 
dengan total dalam negeri Rp. 3.633 tirliun dan deklarasi luar negeri Rp. 1.034 
Triliun. Sedangkan dana repatriasi tercatat Rp. 147 triliun. 
                                                          
3Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Amnesti Pajak. Dikutip dalam situs 
www.pajak.gi.id/amnestipajak. (Diakses pada tanggal 24 Juli 2018).  
4Nur Asyiah Jamil, Efektifitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. Jurnal Academica 
(Jurnal of Multidisclipnary Studies). Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017. IAIN Surakarta. h. 55.  
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Total wajib pajak yang ikut Tax Amnesty tercatat mencapai 921.744 di 
mana 399.455 adalah orang pribadi non-UKM dan 303.579 adalah orang pribadi 
UMKM. Pembagiannya yaitu: 
a. Untuk wilayah DKI Jakarta sekitar 246.241 peserta wajib pajak dengan 
uang tebusan Rp. 42.950 triliun, 
b. Di luar DKI Jakarta tapi di pulau Jawa itu sekitar 363.184 peserta 
wajib pajak dengan uang tebusan mencapai Rp. 35.550 triliun,  
c. Di luar Jawa, Sumatera dengan peserta 164.484 Wajib Pajak dengan 
uang tebusan mencapai Rp 9.980 triliun,  
d. Kalimantan dengan peserta 48.583 wajib pajak dengan uang tebusan 
mencapai Rp. 3.86 triliun,  
e. Sulawesi 42. 461 peserta wajib pajak dengan uang tebusan mencapai 
Rp. 1.7010 triliun, 
f. Bali, NTT, Papua, dan Maluku sekitar 52.816 peserta wajib pajak 
dengan uang tebusan mencapai Rp. 2.130 triliun. 
Berlakunya Undang-Undang Amnesty Pajak yang dibarengi terbitnya 
Perppu 1 Tahun 2017 merupakan perkembangan progresif kebijakan perpajakan 
untuk mendorong kepatuhan. Regulasi tersebut adalah masuknya era transparansi 
data dan informasi. Pengampunan pajak merupakan awal dari reformasi 
perpajakan yang lebih besar dan komprehensif. Roformasi perpajakan sendiri, 
meliputi dua besar, yakni reformasi kebijakan perpajakan, diantaranya revisi 
Undang-Undang ketentuan umum Perpajakan (KUP), revisi Undang-Undang 
Pajak Penghasilan (PPh), revisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
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dan Jasas, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN), dan revisi Undang-
Undang Bea Materai. Selanjutnya, reformasi administrasi perpajakan yang 
meliputi pembentukan badan penerimaan pajak, penegakan hukum yang lebih 
efektif dan tepat sasaran, perbaikan teknologi informasi dan komunikasi, serta 
perbaikan manajemen data.5 
Dalam hal ini peneliti mencoba mengangkat sebuah konsep Tax Amensty 
dari segi konsepnya. Konsep ini merupakan hal yang baru di bidang hukum yang 
masih membutuhkan beberapa penetilian dan kajian yang mendalam. Secara 
mendasar konsep tax amnesty suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya 
untuk menambah anggaran pemerintah dalam pelaksanaan program jangka 
pendek, namun perlu juga dicermati dana tax amnesty yang diperoleh dari wajib 
pajak harus ditelusuri sumbernya darimana asalnya. Diperlukan ketelitian dalam 
mendeteksi dana tersebut karena yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah 
kemungkinan dana tax amnesty bersumber dari perbuatan yang melawan hukum, 
misalnya korupsi, proses money laundering (pencucian uang), narkoba, dan lain-
lain sebagainya. 
Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak 
untuk memenuhi penerimaan jangka panjang serta jangka pendek. Tax amnesty 
dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia khususnya. Kebijakan tax 
amnesty itu memang untuk saat ini diperlukan karena perekonomian Indonesia 
untuk saat ini lagi turun, jadi tax amnesty bisa dijadikan sebagai salah satu 
langkah awal untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Adanya tax amnesty 
                                                          
5Sitti Nur Azzura, Menengok Efek Tax Amnesty Jelang Tahun 2018. Dikutip dalam situs 
https://www.merdeka.com/uang/menengok-efek-tax-amnesty-jelang-tahun-2018.html. (Diakses 
pada Tanggal 25 Juli 2018).  
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tahun ini akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi 
perekonomian, pembangunan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi 
kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung mengalami perlambatan 
penerimaan pajak berkurang dan berdampak pada ketersediaan likuiditas dalam 
negeri. Hal itu yang menjadi motif pemerintah mengeluarkan Undang-undang 
pengampunan pajak (tax amnesty) dengan diikuti dengan peraturan Menteri 
Keuangan 118/PMK.03/2016 tentang penerapan kebijakan dari Undangundang 
tersebut.6 
Kebijakan tax amnesty diharapkan akan memperbaiki masalah kepatuhan, 
memperbaiki database perpajakan di Indonesia, dan sekaligus mengurangi 
kebocoran pajak. Penerapan kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal 
sebagai kebijakan tax amnesty diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
No.11 Tahun 2016. Pada tahap awal, pemerintah memperkirakan kebijakan tax 
amnesty ini akan berpotensi menyumbang tambahan penerimaan negara sebesar 
Rp100 triliun. Tax amnesty seharusnya akan memberikan dampak positif yang 
luar biasa bagi struktur APBN ke depannya. Pengalaman di banyak negara sudah 
membukti-kan hal tersebut. Pada tahun 1984 pemerintah pernah meluncurkan 
kebijakan tax amnesty. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak 
sukses. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya respon wajib pajak. Oleh 
                                                          
6Nabila Istighfarin dan Fidiana, Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. 
AKRUAL: Jurnal Akuntansi, Vol. 9, No. 2, April 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 
(STIESIA) Surabaya. Tanggal 8 Maret 2018, h. 140-145.  
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karena itu, pemerintah meresponnya dengan menerapkan modernisasi sistem 
perpajakan di Indonesia. Saat ini tax amnesty telah memasuki tahap ketiga.7 
B. Proses Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia 
Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan sebelum dimulai menghitung 
uang tebusan agar tidak terjadi kesalahan persepsi, karena bahasa undang undang 
biasanya memiliki maksud yang berbeda dengan bahasa keseharian yang 
digunakan, berikut ini istilah yang ada dalam formulir pernyataan harta untuk 
pengampunan pajak : 
Harta : Yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 
tentang Tax Amnesty sebagai harta adalah seluruh "aset" yang anda miliki 
termasuk uang, tabungan, barang bergerak, barang tidak bergerak, dan semua 
yang anda miliki yang dapat dinilai dengan uang seperti stok barang dagangan, 
perlengkapan kantor dan barang lain sejenisnya. 
Utang : Yang dimaksud dengan Utang dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2016 tentang Tax Amnesty adalah semua kewajiban yang  terjadi karena 
kepemililikan harta pada nomer 1 contohnya : Hutang di FIF Karena membeli 
mobil, Hutang di BPR Karena membeli tanah, dan anda harus bisa membuktikan 
koneksi antara Harta dan Utang, bila tidak maka tidak boleh dijadikan pengurang / 
tidak bisa digunakan dalam perhitungan. 
Tambahan Harta : Tambahan Harta adalah dasar pengenaan tarif (Objek 
Amnesti Pajak). Untuk menghitung tambahan harta, maka Harta - Hutang, namun 
demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi : 8 
                                                          
7Nabila Istighfarin dan Fidiana, Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak, h. 140-
145.  
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Hutang hanya boleh dibebankan maksimal 50 % dari harta untuk WP 
Orang Pribadi, dan 75 % untuk WP Badan. Hutang harus memiliki koneksi 
dengan Harta. 
Contoh Perhitungan Tax Amnesty Atas Tambahan Harta, yaitu misalnya 
M Jupe hendak melaporkan hartanya untuk mengikuti amnesti pajak dengan 
rincian sebagai berikut : Mobil senilai 300.000.000, Rumah Senilai 500.000.000, 
Hutang pada sebuah perusahaan Senilai 200.000.000, Hutang di Bank BRI Senilai 
500.000.000. Hitung Berapa Jumlah Tambahan Hartanya!! 
Jawab 
Jumlah Harta 300.000.000 + 500.000.000 = 800.000.000 
Jumlah Utang adalah sebesar 150.000.000 dengan rincian : 
Karena M Jupe adalah Orang Pribadi maka maksimal utang yang boleh 
dibebankan adalah sebesar 50 % dari nilai Harta = 50 % X 300.000.000 = 
150.000.000, dari seluruh utang di perusahaan sebesar 200.000.000 hanya sebesar 
150.000.000 yang boleh dibebankan sebagai pengurang. 
Hutang di BRI tidak dapat diakui karena M Jupe tidak dapat memberikan 
bukti koneksi antara hutang BRI dengan Harta 
Total Tambahan Harta  
Nilai total tambahan harta dalam perhitungan tax amnesty adalah 
800.000.000 - 150.000.000 = 650.000.000 Jumlah inilah yang dijadikan sebagai 
dasar pengenaan tarif tax amnesty. 
 
                                                                                                                                                               
8Budiarto, Cara Menghitung Tax Amnesty dan Semua Contoh Kasus. Dikutip dalam situs 
https://www.lembagapajak.com/2016/08/cara-menghitung-tax-amnesty.html. (Diakses pada 
Tanggal 18 Agustus 2018)  
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Menghitung Uang Tebusan 
Jumlah uang tebusan yang harus dibayar M Jupe seandainya M Jupe 
adalah pengusaha UMKM adalah sebesar 0,5 % X 650.000.000 = 3.250.000. 9 
 
                                                          
9Budiarto, Cara Menghitung Tax Amnesty dan Semua Contoh Kasus. Dikutip dalam situs 
https://www.lembagapajak.com/2016/08/cara-menghitung-tax-amnesty.html. (Diakses pada 
Tanggal 18 Agustus 2018)  
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BAB IV  
KONSEP PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)  
DALAM HUKUM TATA NEGARA  ISLAM 
A. Pengertian Hukum Tata Negara Islam 
Negara yang dikehendaki umat Islam adalah negara yang bersistem 
ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan 
meniru sistem ketatanegaraan Barat. Dengan demikian sistem ketatanegaraan 
yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi 
Muhammad saw. dan para Khulafa al-Rasyidin.1 
Sejumlah pemikir Muslim seperti Ibn Abi al-Rabi al-Mawardi, al-Ghazali, 
al-Baqillani, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyyah juga telah 
memperdebatkan tentang negara. Al-mawardi misalnya dalam al-Ahkam al-
Suthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah (Hukum Pemerintahan dan Kekuasaan 
Keagamaan) mengatakan bahwa negara dilembagakan untuk melanjutkan misi 
kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Al-Ghazali dalam al-
Iqtishad fi al-I’tiqad juga berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah wajib 
untuk ketertiban dunia. Ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama dan 
ketertiban agama wajib keberhasilan di akhirat. Ibn Khadun di dalam 
Muqaddimah juga sama dengan pemikiran al-Mawardi dan al-Ghazali. Menurut 
Ibn Khaldun, negara memiliki kewajiban untuk menjaga agama dan mengatur 
                                                          
1Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Cet. V; 
Jakarta: UI-Press, 1993), h. 1. 
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dunia. Pemikiran mereka tentang negara tampak menginterasikan agama dan 
negara.2 
Konsep negara tersebut masih bertahan hingga abad modern. Rasyid Ridha 
dalam al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma, mengatakan kepemimipinan Islam 
dalam bentuk khilafah, imamah dan imarah dimaksudkan untuk menegakkam 
kemashlatan urusan agaman dan dunia. Abu alA’la al-Mawdudi, Hassan al-Banna, 
Sayyid Quthb, dan Muhammad Taqiy al-Din al-Nabhani setelah kejatuhan 
Khilafah Turki ‘Utsmani memiliki pandangan yang relatif sama tentang negara. 
Mereka sudah secara teknis menyebut negara Islam atau Khilafah Islamiyah 
sebagai negara ideal dalam Islam. 
Konsep pemikiran tentang negara yang dikemukakan tersebut mendapat 
kritik dari sejumlah pemikir seperti Ali Abd al-Raziq. Muhammad Said al-
Ashmawi, Abdullahi Ahmed al-Na’im, dan Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Mereka 
tidak setuju dengan konsep negara Islam atau Khilafah Islamiyyah. Mereka 
menyatakan bahwa Islam tidak menyediakan konsep negara yang baku, sehingga 
konsep negara Islam sangat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada 
zamannya. 3 
Sedangkan dalam tradisi Muslim mucul beberapa istilah yang berkaitan 
dengan kajian tentang negara, yaitu Fiqih al-Siyasah, al-Siyasah al-Syar’iyyah, 
dan Fiqh al-Daulah. Ketiga istilah inilah yang menjadi mainstream pemikiran 
Muslim tentang politik di zaman modern. Ketiga istilah ini seringkali diartikan 
                                                          
2Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2.  
3Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah, h. 2.  
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sebagai ilmu politik dalam Islam, sistem ketatanegaraan dalam Islam, atau Hukum 
Tata Negara dalam Islam. Kemiripan yang muncul dari tradisi pemikiran negara 
dalam Islam ini menjadi kajian tidak dipisah-pisahkan dalam berbagai cabang 
ilmu seperti yang terjadi dalam tradisi pemikiran barat. 4 
Ibnu Haldun menemukan suatu tipologi negara dengan tolak ukur 
kekuasaan. Dengan membagi negara menjadi dua kelompok; pertama, negara 
dengan ciri kekuasaan alamiah (al-mulk al-tabiy), yang kedua negara dengan ciri 
kekuasaan politik (al-mulk al-siyasi). 
Tipologi negara pertama ditandai dengan kekuasaan sewenang-wenang 
(depotisme) dan cenderung pada hukum rimba. Di sini keunggulan dan kekuatan 
sangat berperan dan prinsip keadilan sangat diabaikan dan pada gilirannya akan 
membentuk suatu negara yang tidak berperadaban. Tipe negara kedua yaitu 
negara dengan ciri-ciri kekuasaan politik dibagi menjadi tiga tipe, yaitu: 
a. Negara hukum demokrasi Islam (siyasat al-diniyat), 
b. Negara hukum sekuler (siyasat al-‘aqliyat), 
c. Negara Republik ala Plato (siyasat al-madaniyat).5 
Negara hukum demokrasi Islam (siyasat al-diniyat) adalah negara yang 
menjadikan syari’at (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcom Kerr 
menamakannya dengan istilah nomokrasi Islam. Karakteristiknya siyasat al-
diniyat  menurut Ibnu Haldun ialah selain Al-Qur’an dan al-Hadits, akal 
manusiapun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara. 
                                                          
4Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Perspektif 
Fikih Siyasah, h. 3.  
5Munir Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan 
Diklat kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 188.  
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Menurut Ibnu Haldun, tipe negara yang paling baik adalah nomokrasi 
Islam, karena siyasah al-‘aqliyyat (negara sekuler) hanya, mendasarkan pada 
hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum dengan sumber 
wahyu. Sedangkan Siyasat al-Madaniyyat (Republik Plato) merupakan suatu 
negara yang diperintah oleh segelintir orang dari golongan elit, atas sebagian 
besar golongan budak yang tidak mempunyai kekuatan politik. 6 
Adapaun Ibnu Haldun berpendapat bahwa bentuk pemerintahan ada 3 
jenis, yaitu: 
a. Pemerintahan yang natural (siyasah al-Tabi’iyat), yaitu pemerintahn 
yang membawa masyarakatnya sesuai dengan tujuan nafsu. Artinya 
seorang raja dalam memerintah kerajaan (mulk) lebih mengikuti 
kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan tidak memperhatikan rakyat. 
Akibatnya, rakyat sukar mentaati karena timbulnya teror, penindasan, 
dan anarki. Pemerintahan jenis ini di zaman sekarang menyerupai 
pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional. 
b. Pemerintahan yang berdasarkan nalar (siyasat al’aqliyyat), yaitu 
pemerintahan yang membawa rakyatnya sesuai dengan rasio dalam 
mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah kemudratan. 
Pemerinatahan yang berasaskan Undang-undang yang dibuat oleh para 
cendekiawan dan orang pandai. Bentuk pemerintahan seperti ini dipuji 
di satu sisi, tetapi dicela di sisi yang lain.. pemerintahan jenis ini di 
                                                          
6Munir Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan, h. 188.  
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zaman sekarang serupa dengan pemerintahan republik atau kerajaan 
institusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batas tertentu. 
c. Pemerintahan yang berlandaskan agama (siyasat al-Diniyat), yaitu 
pemerintahan yang membawa semua rakyatnya sesuai dengan 
tuntunan agama, baik yang bersifat keduniawan maupun keurahwian. 
Menurut Ibnu Haldun, model pemerintahan seperti inilah yang terbaik. 
Dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak 
saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan 
karena yang dipakai sebagai asas kebijaksanaan pemerintahaan itu 
adalah ajaran agama, khususnya Islam, maka kepala negara disebut 
Khalifah dan Imam. Khalifah karena adalah pengganti Nabi dalam 
memelihara kelestarian agama dan kesejahteraan duniawi rakyatnya. 
Imam karena sebagai pemimpin ibarat imam shalat yang harus diikuti 
oleh rakyatnya sebagai makmum. 7 
Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai sebagai pengganti 
fungsi kenabian dalam menjaga agam dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala 
negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma’. Akan tetapi, 
dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasion atau syariat? 
Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena 
rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan 
kepada seorang pemimpn yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang 
menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara 
                                                          
7Munir Subarman, Hukum Islam dan Ketatanegaraan, h. 189.  
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mereka. Seandainya tidak pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup 
dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa 
ikatan.8 
Ada dua teori modern tentang negara yang saling bertentangan. Pertama 
teori Hegel yang mengatakan bahwa negara adalah perwujudan dari ide suci, 
katakanlah ide ilahi (Divinc idea) di muka bumi, di mana setiap warga negara 
dapat mengidentifikasi martabatnya, statusnya, dan arah kehidupannya. Citra 
Hegelian tentang negara adalah bahwa negara merupakan inkarnasi ide suci dan 
karenanya harus berada di atas segala-galanya. Makin kuat suatu negara, makin 
baik bagi para warganya. Secara demikian setiap warga negara harus 
menyerahkan seluruh dedikasinya kepada negara. Dengan kata lain, dalam konsep 
Hegelian, negara menjadi aparat yang didewakan, yang berhak menuntut apa pun 
dari para warganya. Memang Hegel menuhankan negara.9` 
Sebaliknya adalah konsep Marx, walaupun bangga menjadi spiritual 
Hegel, tetapi pandangannya tentang negara betolak belakang dengan pandangan 
gurunya. Marx berpandapat bahwa negara pada hakikatnya adalah aparat atau 
mesin opresi (penindasan) tirani dan eksploitasi kaum pekerja oleh pemilik alat-
alat produksi (kaum kapitalis) dan pemegang distribusi kekayaan yang 
mengcelakakan kelas pekerja. Jadi tidak aneh ditemukan dalam khazanah 
                                                          
8Imam Al-Mawardi, Al-Ahkaamus Suthaaniyyah wal-Wilaayaatud Diniyyah (Cet. I; 
Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1416 H/1996 M). Diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, 
Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani Press, 2000), h. 15  
9Abul A’la al-Maududi, al-Khilafah Wal Mulk (Kuwait: Daar al-Qalam, 1978 M (1389 
H). Diterjemahkan Muhammad al-Baqir, Khilafah dan Kerajaan (Ed. Revisi; Cet. I; Bandung: 
Karisma, 2007), h. 25.  
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Marxisme konsep mengenai layunya negara setelah terjadi revolusi sosialis. 
Artinya, setelah berlangsungnya revolusi sosialis, akan terbentuk suatu 
kediktatoran proletariat dan kemudian melalui kekuasaan kaum proletar itu 
perbedaan kelas dapat di-musnahkan sampai terwujud masyarakat tanpa kelas. 
Dalam masyarakat tanpa kelas inilah negara sebagai aparat penindas kelas 
kapitalis akan layu dengan sendirinya, akan lenyap selama-lamanya (the 
whithering away of the statc). 10 Jika Hegel berpendapat bahwa kuat dan 
mekarnya negara berarti tercapainya cita-cita manusia (the flowering of the statc is 
the fullfilnent of the destiny of man), maka Marx justru menganggap lenyapnya 
negara sebagai summum bonum, sebagai kebajikan puncak. Lantas bagaimana 
pendapat Abul A’la yang nota bene berpegangan pada Al-Quran? Pembentukan 
negara adalah hanya sebagian dari Islam yang agung. Membangun negara 
merupakan salah satu kewajiban agama. Oleh karena itu negara yang sudah 
dibangun perlu dipelihara eksistensinya, tetapi tidak boleh negara itu kemudian 
didewa-dewakan. Islam menolak utopia Marx yang ingin melenyapkan negara, 
yang pada gilirannya pasti menimbulkan anarki. 
Yang senantiasa perlu diingat adalah bahwa tujuan suatu negara di dalam 
ajaran agama Islam sudah terlalu jelas. Berdasarkan ajaran Al-Quran dari Sunnah 
Rasulullah saw, Al-Maududi menerangkan beberapa tujuan diselenggarakannya 
negara. Pertama, untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar-manusia, antar-
kelompok atau antar-kelas dalam masyarakat. Kedua, untuk memelihara 
                                                          
10Abul A’la al-Maududi, al-Khilafah Wal Mulk, h. 25.  
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kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan, dan agama) para warga negara dan 
melindungi seluruh warga negara dari inflasi asing.  
Ketiga, untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang 
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran. Keempat, untuk membrantas setiap 
kebajikan yang dengan tegas telah digariskan pula oleh Al-Quran. Kelima, 
menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi 
setiap warga negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa diskrimanasi. 
Dalam buku Islamic Law and Constitution diuraikan secara panjang lebar tujuan-
tujuan didirikannya suatu negara menurut pandangan maududi namun tidak 
mungkin dalam kata pengantar ini diuraikan satu per satu.11 
Dari uraian Al-Maududi, bahwa negara dalam ajaran Islam hanyalah 
merupakan instrumen pembaharuan yang terus-menerus. Negara, konstitusi dan 
semua perangkat kenegaraan lainnya dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan 
rakyat yang harus mengabdi tanpa reserve kepada negara, sehingga negara itu 
menjadi fasistes dan totaliter. Semua perangkat negara, apalagi pejabat pejabat 
negara, dapat diubah setiap waktu bila kepentingan rakyat banyak, asal tidak 
bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, menghendakinya. 
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan 
syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalanakan tugas-tugas agama yang 
bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak menwajibkan sang 
pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setipa 
orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan 
                                                          
11Abul A’la al-Maududi, al-Khilafah Wal Mulk, h. 26.  
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hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan 
menyambung hubungan dengan orang lain, merenungkan semua itu dengan 
rasionyam tidak dengan rasio dengan orang lain, namum syariat kemudian 
menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahnnya.12  
B. Pengertian Pajak dalam Islam 
Secara bahasa, istilah al-kharaj dan al-kharj memiliki arti yang sama 
untuk “sesuatu yang dikeluarkan oleh sekolompok orang atau komunitas berupa 
harta selama setahun dengan besaran yang ditetapkan”. Menurut Abu Ubaid, 
kharaj merupakan kontrak, sewa-menyewa, atau menyerahkan. Hal ini 
dikarenakan, kebiasaan bangsa Arab yang menyebut penyerahan tanah, rumah, 
atau budak dengan kharaj dalam arti pendapatan atau penghasilan. Menurut al-
Zujaj, kedua istilah ini bermaksan pemberian yang diambil dari harta manusia.  
Al-Fayruzzabadi mengartikan kharaj dengan makna al-atawah (pemberian).     
Al-Mawardi mendefinsikan kharaj dengan arti sewa atau pengalihan (ghallah). 
Bagi Ibnu Atsir, kharaj merupakan segala yang diperoleh dari penyerahan atau 
pengalihan hamba sahaya, perempuan amat, dan harta milik. 13 
Secara istilah “kharaj” terkait dengan pembahasan pajak atas tanah. Bagi 
al-Mawardi, al-kharaj merupakan sesuatu yang diperoleh dari hak-hak yang 
dibebankan atas penyewaan tanah. Dalam istilah ahli hadits, kharaj memiliki 
makna umum dan makna khusus. Untuk makna umum, kharaj berarti harta publik 
atau keuangan negaram seperti pada karya Abu Yusuf dan Yahya bin Adam, 
                                                          
12Imam Al-Mawardi, Al-Ahkaamus Suthaaniyyah wal-Wilaayaatud Diniyyah, h. 16.  
13Aan Jaelani, Keuangan Publik: Anlisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Cirebon: 
CV. AksaraSatu, 2018), h. 149.  
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Kitab al-Kharaj, ditemukan lingkup kajiannya tentang ghanimah, fay’, kharaj, 
jizyah, ‘ushr, dan zakat yang dikelola pada masa daulah Abbasiyah dan Umayyah. 
Berdasarkan makna umum ini. Abu Ubaid mengartikan kharaj dengan harta (al-
Amwal). 
Secara historis, kharaj merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, 
dimana para pengelola wilayah takluk akan harus membayar kepada negara Islam. 
Dalam catatan Abu Ubaid diinformasikan bahwa ketika tanah Sawad dan wilayah 
lainnya ditaklukkan, pemerintah Islam menjadi pemilik hasil tanah dan para 
pengelolalannya menyewa tanah kepada pemerintah. Para penyewa ini menanami 
tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara hasil panennya untuk diri 
mereka. Pada masa ini, para penyewa yang megelola tanah menjadi penyewa 
tanah tersebut dan menggantinya dengan membayar pajak berupa kharaj kepada 
pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh penyewa atau pemegang kontrak 
atas tanah atau pengelola membayar pajak kepada pemiliknya. 
Kharaj berati pula sejumlah uang atau biaya yang dibayarkan kepada 
pemerintah bagi penyewaan tanah dan ini diperoleh dan melalui peperangan 
dengan non-Muslim yang kemudian dimanfaatkan untuk pengelolaan tanah 
pertanian. Pada awal penerapan kharaj, tanah tersebut disewakan kepada para 
petani yang setiap tahun dibebankan sejumlah pajak dari hasil yang diperolehnya 
berupa sejumlah uang, dan cara yang sama pula diberikan bagian atas tanah 
kepada para penyewa, kemudian kebiasaan ini menjadi tradisi yang mapan. 14 
                                                          
14Aan Jaelani, Keuangan Publik: Anlisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 149-150.  
63 
 
Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak 
bumi. Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berarti mengeluarkan.15 
Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-Muslim dan dalam hal-hal tertentu juga 
dapat dibebankan atas umat Islam. Dalam sejarah, kata ini diambil umat Islam 
dari bahasa “administratif”, Bisantium yang makna asalnya adalah “upeti”. Dalam 
bahasa Persia, kata ini disebut kharag, semakna dengan tributum dalam bahasa 
Yunani pada masa kekuasaan Romawi masih jaya. Agaknya kata ini diterima 
menjadi kata Arab asli karena sama artinya dengan hasil bumi, yang secara 
spesifik berarti pajak yang dibayar untuk pemilikan tanah.16 
Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Pada 
saat itu Rasulullah saw memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar 
untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil 
panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kharaj 
merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), 
bukan oleh kelompok orang. 17 
Persoalan pajak dalam Islam telah ditemukan pada masa Umar bin Khattab 
yang telah menemukan terobosan bahwa penentuan besarnya pajak maka harus 
memperhatikan kandungan tanah. Ketika Umar bin Kathtab menentukan pajak 
untuk daerah-daerah Sawad di Irak, maka di salah satu daerah, Umar bin Kathtab 
menetapkan pajak untuk setiap satu jarib besarnya pajak adalah satu qafiz 
                                                          
15Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997), h. 330.  
16Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Ed. I; Cet. I; 
Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 328.  
17Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 329.  
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(takaran tempo dulu. Satu qafiz kira-kira sama dengan 16 kg), dan satu dirham. 
Jumlah tersebut hasil ijtihad Kisra bin Qabadz. Dia orang yang pertama kali 
mengukur luas tanah, menetapkan pajak membuat batas, dan membuat dokumen. 
Petugas pajak harus memperhatikan kandungan tanah tanpa bermaksud 
mendzalimi pemilik tanah atau penggarap.18 
Umar bin Kathtab menentukan pajak untuk daerah lain dengan tarif yang 
berbeda. Kali ini Umar bin Kathtab menugaskan Utsman bin Hanif, Umar bin 
Kathtab perintakan Utsman bin Hanif untuk mengukur luas tanah dan menentukan 
pajak untuk kandungan tanahnya. Jadi, Umar bin Kathtab menentukan tarif pajak 
di daerah-daerah Syam dengan tarif yang berbeda. Dari sini bisa diketahui, bahwa 
Umar bin Kathtab tidak menyamakan kandungan setiap tanah. 19 
Adapun prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Abu Yusuf mengenai 
penetapan pajak-pajak dalam Islam, yaitu: 
a. Agar ditetapkan atas harta benda rakyat yang melebihi kebutuhan 
mereka, 
b. Agar hal itu ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka (tidak 
dipaksakan), 
c. Agar seorang tidak dibebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya, 
d. Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang-orang kaya dan 
diberikan kepada oara fakir miskin di kalangan rakyat, 
                                                          
18Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara dalam Syariat Islam, penerjemah Fadli Bahri dari kitab aslinya Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah (Cet. V; Jakarta: Darul Falah, 2013), h. 264.  
19Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan 
Negara dalam Syariat Islam, penerjemah Fadli Bahri dari kitab aslinya Al-Ahkam As-
Sulthaaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah, h. 264.  
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e. Agar pemerintah selalu memperhatikan dengan seksama ketika 
menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar-daftarnya 
untuk tidak menghisap darah rakyat, 
f. Agar pajak-pajak itu tidak dikumpulkan dengan cara zalim dan 
sewenang-wenang, 
g. Agar pemerintah atau pemilik-pemilik tanah atau karyawan-karyawan 
mereka tidak memungut pajak apapun selain yang memang telah 
dibenarkan oleh Undang-Undang, 
h. Agar orang-orang ahludz-zimmah (penduduk non-Muslim) yang 
kemudian memeluk agama Islam tidak dibebani pembayaran jizyah 
(yakni pajak yang ditetapkan atas warga negara non-Muslim sebagai 
pengganti kewajiban ikut membela negara dan pengganti zakat atas 
harta benda mereka). 
Dalam hal ini Abu Yusuf telah menjadikan perilaku para khulafa rasyidin 
sebagai contoh ulama yaitu, Sayydina Umar bin Khattab selalu meminta 
pertanggungjawaban para pemungut pajaknya dan meminta penjelasan dari 
mereka serta ketegasan bahwa mereka tidak membebani seorang petani dengan 
sesuatu yang tidak dapat dipikulnya. Dan setiap kali dikirimkan kepadanya hasil 
pemasukan negara dari salah satu propinsi, Umar segera memanggil wakil-wakil 
rakyat dan mempersaksikan mereka bahwa para pemungut pajak itu benar-benar 
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tidak mengumpulkannya dengan cara bertindak zalim terhadap seorang Muslim 
atau seorang dari kalangan ahludz-dzimmah.20 
Selanjutnya Abu Yusuf telah mengharamkan jenis pemungutan pajak 
dimana pemerintah menentukan seorang pemungut pajak atas suatu provinsi 
tertentu dan menerima daripadanya penghasilan atas tanh-tanah di tempat 
tersebut, dengan memberinya kekuasaan untuk memungut berapa saja dari para 
petani setelah menyetorkan sejumlah tertentu kepada pemerintah. Abu Yusuf 
menyatakan bahwa tindakan seperti itu adalah perbuatan kejam dan zalim atas 
rakyat dan akan mendatangkan kehancuran bagi negara, dan oleh sebab itu 
pemerintah sekali-kali tidak dibenarkan menempuh jalan ini.21 
Apapun dasar hukum tentang kharaj secara jelas menunjukkan bahwa 
pajak ini diberikan sebagai hasil dari penyewaan tanah oleh pemerintah, sehingga 
dinamakan sebagai pajak tanah (land tax). Secara faktual, kharaj merupakan alat 
keuangan yang diterapkan pemerintah untuk menggunakan kebijakannya. Bahkan 
orang yang menilai suatu dasar perdagangan bagi kharaj tidak berpikir bahwa 
sekarang ini kharaj dalam istilah pemerintahan sinonim dengan istilah 
“pertukaran”. Jadi, adanya asumsi atas kharaj sebagai pajak dan untuk melegalkan 
suatu pajak baru dengan mengkomparasikan dengan konsep yang telah dikenal 
sebelumnya.22 
                                                          
20Abu A’la Al-Maududi, Khilafah Wal Mulk (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1398 H/1978 M). 
Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Khilafah dan Kerajan, dalam Bab 9: Karya Imam Abu 
Yusuf dan Karya Agungnya (Ed. I; Cet. I; Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 33-34.  
21Abu A’la Al-Maududi, Khilafah Wal Mulk, h. 36.  
22Aan Jaelani, Keuangan Publik: Anlisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,  h. 152.  
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Dalam sistem perpajakan Islam dan literatur keagamaan, bahwa ketika 
kharaj digunakan secara absolut atau sebanding dengan istilah fay’, dan jizyah, 
maka kharaj secara umum bermakna pajak tanah (land tax), dan ketika istilah ini 
digunakan dalam perbandingan makna dengan wilayah kharaj (daerah yang 
dibebani pajak atau sewa atas tanah).23 
C. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Hukum Tata Negara Islam 
Indonesia menerapakan pajak untuk menambah sisi penerimaan negara. 
Kini Tax Amnesty menjadi salah stau kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah 
sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka 
pendek dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tidak memberlakukan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sanksi administrasi dan 
sanksi pidana di bidang perpajakan. Program pengampunan pajak ini belum ada di 
masa Rasululllah saw, namun konsep pengampunan, pembayaran sanksi dengan 
denda, dan kedudukan pajak sebagai pendapatan negara dipelajari dalam Islam.24 
Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan kualitas pelayanan dari fiscus 
(administrasi pajak) yang baik maka akan mendorong para wajib pajak melakukan 
kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak yang patuh dalam 
membayar dan melaporan SPT terus meningkat maka akan semakin 
meningkatkan rasio kepatuhan pajak, begitupun wajib pajak yang mempunyai 
pengetahuan perpajakan maka akan patuh membayar pajak. 
                                                          
23Aan Jaelani, Keuangan Publik: Anlisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 153.  
24Firdah Fadhilah Ridwan, dkk, Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan 
Pajak sebagaui Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia. Jurnal Prosiding Keuangan 
dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 2. Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2017. h. 556 . 
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Diberlakukannya pengampunan pajak ini intinya serupa dengan 
diberlakukannya jarimah ta’zir yaitu untuk mencegah wajib pajak agar patuh atau 
tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, membuat efek jera 
dengan memberi sanksi yang kongkrit kepada wajib pajak yang memiliki 
kesalahan di bidang perpajakan namum tidak mengikuti program pengampunan 
pajak, memberi pelajaran yang membuat mereka memperbaiki kesalahan mereka 
agar dapat menjadi wajib pajak yang patuh kemudian hari. 
Pengampunan pajak memang menjadi salah satu cara yang ampuhndalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT karena memperluas 
basis data di bidang perpajakan di masa mendatang. Namun perlu 
dipertimbangkan pula dampak negatifnya, bahwa dengan diterapkannya 
pengampunan pajak yang tidak memberikan sanksi tegas pasca pemberian 
pengampunan akan menimbukkan moral jahat di kalangan wajib pajak. Para wajib 
pajak tidak akan lansung seluruhnya menjadi patuh karena justru malah akan 
bertambah lalai dan merasa tidak jera dengan ancaman yang diberikan pemerintah 
karena berharap pemerintah akan kembali mengulang penerapan program 
pengampunan pajak di masa yang akan datang.25 
Sedangkan dalam konsep hukum Tata Negara Islam, membahas yang 
berkaitan dengan awal mula berkembangnya persoalan pajak yaitu di masa Umar 
bin Khattab. Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Umar bin Khattab 
telah mampu merumuskan sturuktur pajak. Pajak yang dikembangkan dan 
diimplementasikan Umar bin Khattab adalah pajak dalam bentuk zakat, jizyah, 
                                                          
25Firdah Fadhilah Ridwan, dkk, Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Pengampunan 
Pajak sebagaui Usaha Optimalisasi Pendapatan Negara di Indonesia. h. 557-558 . 
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khums, kharaj, dan unsyur. Tiga bentuk yang pertama sudah diimplementasikan 
sebelumnya, baik pada masa Rasululllah saw, maupun pada masa khalifah Abu 
Bakar. Dua pajak berikutnya kharaj dan unsyur diperkenalkan oleh Umar bin 
Khattab dan merupakan badi dari pemikiran ekonomi Umar bin Khattab.26 
Pajak kharaj diperkenalkan oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan 
sistem pdndistribusian tanah taklukan di atara prajurit Muslim. Kharaj ini 
pmerupakan jenis pajak baru yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab ke dalam 
sistem pajak Islam di luar jenis pajak yang diatur dalam Al-Qur’an dan as-
Sunnah. Karakteristik pajak kharaj ini adalah sebagai berikut: 
a. Kharaj dikenalkan pada tanah yang bukan milik individu, tetapi 
dikenakan pada tanah negara yang dikelola oleh individu. Oleh karena 
itu pajak kharaj bukan pajak tanah tetapi pajak penghasilan dari tanah, 
b. Lahan yang dikenakan pajak adalah tanah subur yang dapat diolah. Hal 
ini akan mendorong pembayar pajak untuk memaksimalkan 
produktivitas lahan, 
c. Tarif pajak adalah tingkat proporsional berdasarkan pada hasil yang 
diperoleh dari pengelolaan tanah itu meskipun bervariasai tergantung 
pada tingkat keseburan tanah, nilai pasar dari produk dan tingkat 
kesulitan irigasi, 
d. Pajak adalah pajak tahunan, meskipun itu bisa dibayar dengan cicilan, 
e. Pajak itu dibayar dalam bentuk jenis atau dalam bentuk uang, 
                                                          
26Yardi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa 
Kontemporer (Cet. I; Bandung:Remaja Rosdakarya, 2016), h. 56  
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f. Kewajiban pajak berlaku pada tanah pendudukan, baik Muslim 
maupun non-Muslim, 
g. Pendapatan dari kharaj tidak dicampur dengan zakat, karena 
pendapatan zakat mesti dihabiskan dalam waktu tertentu yang 
ditentukan dalam Al-Qur’an, sedangkan negara memiliki 
kebijaksanaan mengenai cara pendapat kharaj akan digunakan. 27 
Tentang besarnya kharaj disesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh 
tanah itum karena Umar bin Khattab saat menetapkan kharaj atas wilayah Irak, ia 
menetapkan bagi sebagian daerah di Irak itu untuk setiap lahan seluas satu jarib 
diharuskan membayar kharaj sebesar satu qafiz (33 liter) dan satu dirham. 
Penetapan luas lahan daerah itu, dipergunakan pengukuran yang pernah dilakukan 
Kisra bin Qubbadz. Dialah orang yang pertama kali mengukur luas lahan, 
menetapkan besarnya kharaj, menetapkan batas wilayah, dan mengadakan sistem 
administrasi.  
Dalam penentuan itu patut disesuaikan dengan besarnya hasil tanah itu, 
sehingga tidak membuat berat pemiliki tanah dan orang yang mengolah lahan itu. 
Dari setiap lahan seluas satu jarib dipungut sebesar satu qafiz dan satu dirham. 
Satu qafiz beratnya delapan kati, dan harganya adalah tiga dirham dengan 
timbangan mitsqal. Karena, hal itu telah berlaku secara umum pada masa jahiliah 
Arab.28 
                                                          
27Yardi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa 
Kontemporer, h. 56-57  
28Imam al-Mawardi,  Al-Ahkaamus-Sulthaniyah wal-Wilaayaatud-Diiniyyah (Cet. I; 
Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996 M/1416 H). Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dan 
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Umar menetapkan pungutan kharaj yang berbeda bagi bagian tanah yang 
lain dari wilayah itu. Dan menugaskan Utsman bin Hanif untuk mengurusnya dan 
memerintahkan untuk menetapkan besarnya kharaj sesuai dengan luasnya lahan 
dan besarnya hasil yang diberikan lahan itu. Kemudian melakukan penelitian dan 
akhirnya menetapkan bagi setiap lahan, yaitu:  
a. satu jarib perkebunan anggur dan pohon yang menjalar dipungut 
kharaj sebesar sepuluh dirham, 
b. dari lahan pohon kurma dipungur kharaj sebesar delapan dirham, 
c. dari lahan pohon tebu dipungut kharaj sebesar enam dirham,  
d. dari lahan pertanian gandum dipungut kaharaj sebanyak empat 
dirham. 
Ketetapan itu kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab dan 
memberikan persetujuan atas ketetapan itu. Sementara, bagi daerah-daerah di 
wilayah Syam, dikenakan jumlah kharaj yang berbeda dengan jumlah tadi. Dan 
dapat dipahami bahwa Umar bin Khattab mempertimbangkan hasil setiap tanah 
dalam menetapkan besarnya kharaj yang harus dibayar dari tanah itu.29 
Menyangkut teknis pengumpulan kharaj biasanya dilakukan oleh sebuah 
tim atau dewan yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. Misalnya, Sa’ad ibn Abi Waqqas menetapkan pengumpulan dan 
                                                                                                                                                               
Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Cet. I: 
Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 288.  
29Imam al-Mawardi,  Al-Ahkaamus-Sulthaniyah wal-Wilaayaatud-Diiniyyah. 
Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan 
Kepemimpinan dalam Takaran Islam  h. 288.  
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pembayaran pajak tanah sawad dikoordinasikan oleh para tuan tanah (dahaqin). 
Bahkan pada tahun 20 H. Umar bin Khattab membentuk satu lembaga 
kementerian khusus (Diwan al-Kharaj) yang dipercaya melakukan tugas 
pengumpulan pajak hasil bumi. 
Berbeda dengan di Irak, pengumpulan pajak di Syiria pada masa Umar bin 
Khattab dilakukan oleh petugas kotapraja. Petugas ini diberikan sejumlah intensif 
sebagai imbalam atas tugas yang mereka jalankan. Adapun di Mesir, pemungutan 
pajak ini dilakukan dengan dua bentuk. Pertama, di kota, tugas ini menjadi 
tanggung jawab dewan kotapraja untuk memungut pajak dari penduduknya. 
Setelah terkumpul, pajak tersebut diserahkan kepada penguasa kota praja atau 
wakil yang ditunjuk sementara. Bentuk kedua, di desa, masyarakatnya membayar 
pajak kepada penguasa daerah (pagarh). Selanjutnya, hasil pajak yang terkumpul 
itu diserahkan kepada penguasa kotapraja. 
Menurut al-Sayyid Sabiq, ulama Mesir Kontemporer, jika Kharaj ini 
merupakan sewa tanah, maka ukurannya atau besarnya pajak diserahkan kepada 
kebijaksanaan pemerintah. Karenanya, kharaj bisa berubah sesuai dengan situasi, 
kondisi dan waktu serta tempat. Ketentuan ini tidak harus mengacu kepada 
kebijaksanaan Umar bin Khattab.30 
                                                          
30Muhammad Iqbal, Fiqh Siayasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. I; 
Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 328.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Penelitian pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang telah dilakukan oleh 
peneliti, maka peneliti menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah penelitian 
tersebut, terdiri dari: 
1. Konsep Tax Amensty ini merupakan hal yang baru di bidang hukum yang 
masih membutuhkan beberapa penetilian dan kajian yang mendalam. Tax 
amnesty adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya untuk 
menambah anggaran pemerintah dalam pelaksanaan program jangka pendek. 
Pada dasarnya, tax amnesty adalah izin bebas bagi pelaku pajak untuk 
membuka pendapatan mereka yang tidak dilaporkan pada periode pajak 
sebelumnya tanpa harus menghadapi tuntutan oleh pengadilan pajak atau 
membayar denda apapun. 
2. Dalam Ketatanegaraan Islam, konsep pengampunan pajak (Tax Amnesty) 
serupa dengan konsep jarimah ta’zir yaitu untuk mencegah wajib pajak agar 
patuh atau tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, 
membuat efek jera dengan memberi sanksi yang kongkrit kepada wajib pajak 
yang memiliki kesalahan di bidang perpajakan. 
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B. Implikasi Penelitian 
Judul penelitian yang telah dilakukan yaitu “Pengampunan Pajak (Tax 
Amnesty) di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. Adapun program 
pengampunan pajak (Tax Amnesty) yang dijalankan pemerintah telah mampu 
menjaring ratusan ribu wajib pajak dan memancing ratusan triliun dana pulang 
kampung ke Indonesia. Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi 
perpajakan di Indonesia dan menjadi pemasukan bagi keuangan negara dalam 
membiayai program pembangunan infrastruktur yang telah diprogramkan 
pemerintah.  
Konsep tax amnesty merupakan hal yang baru di bidang hukum yang masih 
membutuhkan beberapa penetilian dan kajian yang mendalam. Secara mendasar 
konsep tax amnesty suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya untuk 
menambah anggaran pemerintah dalam pelaksanaan program jangka pendek, namun 
perlu juga dicermati dana tax amnesty yang diperoleh dari wajib pajak harus 
ditelusuri sumbernya darimana asalnya. Diperlukan ketelitian dalam mendeteksi dana 
tersebut karena yang menjadi kekhawatiran peneliti adalah kemungkinan dana tax 
amnesty bersumber dari perbuatan yang melawan hukum, misalnya korupsi, proses 
money laundering (pencucian uang), narkoba, dan lain-lain sebagainya. 
Maka peneliti mengharapkan dari penelitian tersebut, pemerintah melakukan 
pengawasan terhadap dana tax amnesty yang masuk ke anggaran negara dan 
mendukung pemerintah melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 11 tahun 2016 
tentang Pengampunan Pajak ke seluruh lapisan masyarakat. 
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